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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1    Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Kredit dilihat dari sudut bahasa latin kredit berarti “credere” artinya kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapatkan kredit dari bank, orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit (Kasmir, 2002:93)
Kredit, seperti halnya produk jasa perbankan lainnya, mempunyai risiko yang sesuai dengan penggunaan dana tersebut. Untuk itu pengelolaan usaha bank harus menggunakan kebijaksanaan kredit, terutama mengenai alokasi penempatan dana yang dipinjamkannya.

Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi pada masa-masa mendatang. Sedangkan dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan. Seperti menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 (11) menyatakan bahwa :
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 (12) menyatakan bahwa :

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Di dalam hal ini obyektivitas sumber dan penggunaan dana perbankan harus benar-benar diperhitungkan posisinya. Kebijaksanaan pemberian kredit yang baik tentunya akan memberikan pendapatan maksimum bagi bank, dan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan di bawah ini :

1. Penyediaan likuiditas yang cukup dan diversifikasi risiko untuk melindungi para deposan bank dan pemegang sahamnya.

2. Penyediaan kebutuhan kredit yang sah bagi pemegang rekening dan masyarakat.

3. Mentaati peraturan pemberian pinjaman yang berlaku dan sesuai dengan tingkat kesehatan bank.

2.1.2 Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2202:96) Tujuan utama kredit antara lain :

1. Mencari keuntungan.

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.

3. Membantu pemerintah

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah :

a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.

b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.

c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.

e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor. 
Menurut Santoso (1997:111) tujuan perkreditan juga harus diarahkan untuk kepentingan bank, yaitu :

1. Membantu perkembangan kegiatan ekonomi sesuai dengan kebijaksanaan dan program pemerintah dengan tetap mendasarkan pada persyaratan bank secara teknis dan wajar.

2. Mencari keuntungan yang layak bagi bank.

3. Membantu perluasan pemanfaatan jasa-jasa perbankan lainnya, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kredit itu sendiri.

2.1.3 Fungsi Kredit

Suatu fasilitas kredit menurut kasmir (2002:97) memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran barang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga, dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya. 

2.1.4
Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2002:99) secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari segi kegunaan

1.   Kredit Produktif

yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari usaha-usahanya. Untuk kredit jenis ini terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu :
a. Kredit investasi, kredit yang diberikan untuk pengadaan modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang dan ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.
b. Kredit modal kerja, kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan.
2.  Kredit Konsumtif

yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya (sumber pengembaliannya dari fixed income debitur).
2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.

c. Kredit perdagangan 

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang antara 3 tahun atau 5 tahun, biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.
4. Dilihat dari segi jaminan
a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek.

c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah, atau besar.

d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang.

e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. 

f. Kredit profesi, diberikan kepada para profesional.

g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

h. Dan sektor-sektor lainnya.

2.1.5
Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2002:94) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah :

1.
Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang pembayaran pokok dan bunganya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

2.
Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3.
Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
4.
Risiko (degree of risk)

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Dengan adanya unsur risiko ini maka diperlukan cover jaminan yang memadai. 
5.
Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.6
Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Menurut Dendawijaya (2003:92) penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 6 C, 7 P, 3R dan berbagai aspek-aspek analisis kredit.
Analisis 6 C

1.
Character 
Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Dalam melakukan analisis mengenai watak/karakter berkaitan dengan integritas dari calon debitur. Integritas ini sangat menentukan willingness to pay atau kemauan membayar kembali nasabah atas kredit yang telah dinikmatinya.
2.
Capacity

Adalah penilaian terhadap calon nasabah kredit dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman atau akad kredit, yakni melunasi pokok pinjaman disertai bunga sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diperjanjikan.
3.
Capital

Pembiayaan suatu proyek yang akan dijalankan debitur tidak seluruhnya berasal dari bank, tetapi dibiayai bersama antara bank dan debitur. Oleh karena itu, calon debitur wajib memiliki sejumlah dana guna dapat berpartisipasi dalam pembiayaan proyeknya. Penilaian terhadap permodalan sanagat erat hubungannya dengan nilai modal yang dimiliki calon nasabah guna membiayai proyek yang akan dijalankannya. Besarnya kemampuan modal calon nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang dimilikinya.

4.
Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5.
Conditions of Economy

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
6. Constrains
Constrains merupakan faktor hambatan atau rintangan berupa faktor-faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.

Analisis 7 P

1.
Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2.
Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3.
Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.
4. Prospect
Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5.
Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
6.
Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7.
Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Analisis 3 R

1. Return

Yaitu hasil yang akan dicapai dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan tersebut.
2. Repayment
Yaitu perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan atau kredit.
3. Risk Bearing Ability
Yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi risiko yang tidak terduga. 

Disamping menggunakan 6 C, 7 P, dan 3 R maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Aspek-aspek yang dinilai antara lain :

1.
Aspek Yuridis/Hukum

Bertujuan untuk meneliti ketentuan-ketentuan legalitas dari perusahaan atau badan hukum yang akan memperoleh bantuan kredit atau pembiayaan dari bank. 

2.
Aspek Pemasaran

Bertujuan untuk meneliti kemungkinan pangsa pasar yang dapat diraih bagi produk atau jasa yang diproduksi dari proyek yang dibiayai dengan kredit bank serta meneliti strategi pemasaran apa yang digunakan oleh investor atau pengelola proyek agar perusahaan/proyek dapat memenangkan persaingan yang cukup kompetitif.

3.
Aspek Keuangan

Bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek atau manajemen perusahaan dalam bidang keuangan.
4.
Aspek Teknis/Operasi

Bertujuan untuk menilai seberapa jauh kemampuan pengelola proyek dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembangunan proyek serta kesiapan teknis perusahaan dalam melakukan operasinya kelak sebagai suatu business entity.
5.
Aspek Manajemen

Bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek ataupun manajemen perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.

6.
Aspek Sosial Ekonomi

Bertujuan untuk menilai sejauh mana proyek yang akan dibangun dan dibiayai dengan kredit bank memiliki value added yang tinggi dilihat dari sudut pandang sosial maupun makroekonomis.

7.
Aspek Andal

Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan.
8. Aspek Jaminan (Agunan)

a. penilaian jumlah dan nilai
b. Status kepemilikan

c. Daya tahan jaminan

d. Marketability

e. Tata cara pengikatan

2.1.7 Prosedur Pemberian kredit

Secara umum prosedur pemberian kredit menurut kasmir (2002:110) sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain :

a. Latar belakang perusahaan

b. Maksud dan tujuan

c. Besarnya kredit dan jangka waktu

d. Cara pemohon mengembalikan kredit

e. Jaminan kredit.

2. Penyelidikan berkas pinjaman 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

3. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.

4. On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

5. Wawancara ke II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan, calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

2.2 Pembiayaan Musyarakah

2.2.1 Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Menurut Antonio (1999:143) Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
Secara umum aplikasi perbankan dari musyarakah dapat digambarkan dalam skema berikut ini :






Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Musyarakah

2.2.2 Landasan Syariah
Landasan syariah musyarakah menurut Antonio (1999:143) yaitu :

1. Al Quran
a. Q.S An Nissa : 12
“ Maka mereka bersyarikat pada sepertiga “.
b. Q.S Shad : 24
“ Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih.”


Kedua ayat diatas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam pemilikan harta. Hanya saja dalam Q.S An Nisa :12 perkongsian terjadi secara otomatis (jabr) karena waris, sementara dalam Q.S Shad: 24 terjadi atas dasar akad (ikhtiyari).

2. Al Hadits
Dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata :” Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman :’ Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’” (H.R Abu Dawud)

3. Ijma
Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al Mughni 5/109 telah berkata, “ Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun  terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya.”
2.2.3 Bentuk dan Tujuan Investasi Bagi Hasil Musyarakah
Penyertaan musyarakah merupakan salah satu perangkat penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam investasi. Adapun tujuan dari musyarakah ini adalah agar sumber dana yang dapat dikerahkan dari masyarakat bersama-sama dengan mitra usaha yang lain dapat disalurkan ke proyek-proyek investasi untuk menunjang program pembangunan.  
2.2.4 Tata Cara Bagi Hasil Usaha 
Tata cara bagi hasil usaha menurut Perwaatmadja (1992:23) yaitu :

a. Bank dapat memberikan fasilitas pembiayaan suatu proyek yang dianggap feasible berdasarkan prinsip al musyarakah (project financing participation).
b. Dalam skema pembiayaan ini bank dengan nasabah atau nasabah-nasabahnya menyetujui untuk memberikan kontribusi pembiayaan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati bersama.

c. Semua pihak termasuk bank mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan. Demikian juga semua pihak berhak untuk menggugurkan hak tersebut.

d. Semua pihak melalui suatu negosiasi menyetujui nisbah pembiayaan keuntungan usaha. Besarnya nisbah keuntungan ini tidak semestinya harus sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing.

e. Seandainya terjadi kerugian dalam usaha maka masing-masing tidak bertanggung jawab kecuali sebatas besar penyertaan modalnya.
2.2.5 Aplikasi dalam Perbankan
Menurut Antonio (1999:147) aplikasi musyarakah dalam perbankan antara lain :

1. Pembiayaan proyek
Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
2. Modal Ventura
Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

2.2.6 Manfaat Musyarakah
Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan musyarakah ini, menurut Antonio (1999:147) manfaat musyarakah diantaranya sebagai berikut :
a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread.
c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

e. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.2.7 Risiko Musyarakah

Menurut Antonio (1999:148) Risiko yang terdapat dalam musyarakah, terutama penerapannya pada pembiayaan relatif tinggi, yaitu :
a. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.

b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.

c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

2.3 Jaminan

2.3.1
Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. (Salim, 2007:21)
Pengertian jaminan secara umum adalah “sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang”.

Salah satu yang perlu diperhatikan dalam pemberian pembiayaan adalah jaminan. Menurut Dendawijaya (2003:94) menyatakan bahwa “Jaminan adalah barang-barang yang diserahkan peminjam kepada bank sebagai jaminan atas kredit atau pinjaman yang diterimanya”.

Jaminan yang diserahkan kepada bank terdiri dari banyak jenis, mulai dari jaminan yang bersifat material maupun non material.

Menurut pasal 24 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 yang menyatakan “Bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapa pun juga”.

Di Indonesia pemenuhan persyaratan akan adanya jaminan tertuang dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan pasal 8 (1) yang menyatakan :

Dalam hal memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat untuk mengurangi risiko tersebut.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 (23) menyebutkan bahwa “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Dari segi keperluan pengamanan, volume harga jaminan itu hendaknya lebih besar daripada jumlah kredit yang dipertimbangkan, karena resiko turun harga kurang lakunya barang-barang jaminan dipasaran sehingga harga terpaksa ditekan untuk dapat melikuidir (mencairkan) barang-barang itu. Margin persentase antara besarnya jumlah pinjaman sebanding dengan besarnya jaminan tentunya mempunyai ukuran tertentu, bergantung pada macam barang yang diberikan sebagai jaminan dengan mengikat kemungkunan-kemungkinan cepat atau tidaknya barang-barang jaminan itu dapat dijadikan uang untuk melunasi pinjaman.
2.3.2
Fungsi Jaminan

Fungsi pokok jaminan adalah :

1.
Bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank.

2.
Cara yang dilakukan bank untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan usaha atau proyek yang sedang dibiayainya.

3.
Cara untuk mendorong nasabah agar mau bersungguh-sungguh dalam melaksanakan/mengelola proyeknya yang ikut dibiayai bank.

4.
Pengganti pembayaran apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank.

5.
Untuk menjaga harta bank dalam bentuk kredit.

6.
Menjamin agar pembiayaan usaha tersebut berjalan lancar dengan diserahkannya harta pemilik sebagai jaminan bank.

7.
Mendorong debitur untuk membayar kembali hutang-hutangnya agar tidak kehilangan harta yang telah dijaminkan tersebut.

2.3.3 Kegunaan Jaminan

Menurut Santoso (1997:113) kegunaan jaminan adalah untuk :

1.
Memberikan hak dan kuasa kepada bank untuk mendapatkan pelunasan, dengan menguangkan barang-barang jaminan tersebut, bilamana nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya (pokok maupun bunga) pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.

2.
Memberikan jaminan agar nasabah berperan dan turut serta dalam transaksi yang dibiayai dengan kredit bank,sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya atau proyek yang akan merugikan nasabah itu sendiri dapat dicegah atau dipeerkecil.
3.
Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi syarat-syarat di dalam Perjanjian Kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali yang telah disetujui, agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkannya kepada bank.

2.3.4
Syarat-Syarat Jaminan


Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 11 ayat 2 maka yang disebut dengan jaminan yang ideal yaitu jaminan berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Meliputi surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemerintahan yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual untuk dijadikan uang tunai.

Jaminan atau agunan ini besar pengaruhnya dalam pemberian kredit, karena itu selayaknyalah analisis kredit menganalisisnya secara jujur dan benar. Hal yang dianalisis yaitu “nilai atau harga dan keabsahan jaminan” atau ekonomis dan yuridis dari jaminan tersebut.


Menurut Subekti (1996:73) syarat-syarat benda jaminan yang ideal (baik) adalah :

1.
Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan kredit.

2.
Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.

3.
Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi dan mudah diuangkan untuk melunasi utang penerima kredit.

Syarat-syarat jaminan menurut Pudjo Mulyono (1996:295) adalah :

1. Secara umum syarat-syarat ekonomis yang dipenuhi dari jaminan perkreditan antara lain :

a. Mempunyai nilai ekonomis (dapat diperjualbelikan)secara umum dan secara bebas.
b. Nilai tersebut harus lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan.
c. Barang jaminan tersebut harus mudah dipasarkan tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran yang berarti.
d. Nilai barang jaminan tersebut harus konstant dan akan lebih baik kalau nilainya juga ada kemungkinan akan mengalami pertambahan di kemudian hari.
e. Kondisi dan lokasi barang jaminan tersebut cukup strategis (dekat dengan pasar atau konsumen).
f. Secara fisik barang jaminan tersebut tidak cepat lusuh, rusak, obsolency, dll sebab yang akan mengurangi nilai ekonominya.
g. Barang tersebut mempunyai manfaat ekonomis dalam jangka waktu relatif lama dari jangka waktu kredit yang akan dijaminnya.

2. Sedangkan syarat-syarat yuridis yang harus dipenuhi dari suatu jaminan :

a. Milik nasabah calon debitur yang bersangkutan.

b. Ada dalam kekuasaan calon debitur sendiri.

c. Tidak berada dalam persengketaan pihak lain.

d. Memiliki bukti-bukti pemilikan /sertifikat atas nama nasabah yang bersangkutan yang masih berlaku.
e. Bukti-bukti pemilikan yang ada memenuhi syarat untuk diadakan pengikatan bank secara hipotik, creditverband, FEO, kuasa menjual, dll ketentuan pengikatan yang telah ditentukan secara yuridis dan perundang-undangan yang berlaku.

f. Barang-barang jaminan tersebut bebas tidak ada ikatan dengan pihak lain.


Bagi debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank. Manfaat bagi kreditur adalah :

1. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup.

2. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur.


Dengan melihat pandangan diatas maka jaminan dalam perkreditan memiliki fungsi untuk menjamin pembayaran kredit yang dalam kehidupan dan kegiatan perbankan bertujuan pula untuk mengamankan dana pihak ketiga yang dikelola oleh bank yang bersangkutan juga untuk memenuhi ketentuan perkreditan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.

2.3.5    Jenis-jenis Jaminan

Menurut Daeng naja (2005:209) penggolongan jaminan secara legalitas kepemilikannya dapat digolongkan menjadi beberapa jenis golongan yaitu :

1. Jaminan yang berbentuk material (material collateral)
2. Jaminan yang berbentuk non material (non material collateral)
1.
Jaminan Material

Yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Meliputi beberapa hal yaitu :


Jaminan kebendaan meliputi :

A. Jaminan benda yang tidak bergerak meliputi :


1.   Tanah dan bangunan.


2.   Surat-surat berharga, seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, sertifikat rumah, Akta Jual Beli, BPKB Motor, BPKB Mobil.

B. Jaminan benda bergerak meliputi :

1.   Mobil dan kendaraan bermotor.

2.   Kapal laut.

3.   Stock barang.

C. Jaminan Surat berharga meliputi :

1.   Gadai atau saham perusahaan. 

2.   Obligasi.
Unsur-unsur yang tercantum pada jaminan material, yaitu :

1. Hak mutlak atas suatu benda.

2. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu.

3. Dapat dipertahankan terhadap siapa pun.

4. Selalu mengikuti bendanya.

5. Dapat dialihkan kepada pihak lainnya. 

2.
Jaminan Non material

Yaitu jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Jaminan non material yang diberikan kepada bank meliputi beberapa hal diantaranya adalah :

1. Jaminan pribadi (personal quarantee)

Yaitu kemampuan dan bonafiditas seseorang dalam memberikan jaminan kredit dengan kapasitasnya untuk mengcover kredit tersebut sedang penjamin lainnya ditagih setelah hutang tersebut terbayar sebagian oleh penjamin pertama.

Unsur jaminan perorangan, yaitu :

a. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu.

b. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, dan

c. Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.
2. Jaminan perusahaan (corporate quarantee)
Yaitu jaminan dari perusahaan yang dianggap bonafid dalam kapasitasnya untuk mengembalikan pinjaman yang diterima dari bank. Jaminan-jaminan yang berbentuk non material merupakan suatu kepercayaan bank terhadap nasabahnya. Untuk itu watak dan karakter nasabah sangat mempengaruhi dalam pemberian persetujuan kredit tersebut.
2.3.6 Penilaian Jaminan

Penilaian dalam bahasa inggris adalah Appraisal dan valuation yang artinya penilaian atau penaksiran. Penilaian adalah proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan suatu estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu property, baik berwujud maupun tidak berwujud, berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku.


Tegasnya setiap jaminan kredit secara hukum keabsahannya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Tjiptoadinugroho (1990:189) penilaian jaminan dapat dilandaskan pada pedoman :

1.
Penilaian harga historis.

2.
Penilaian harga di bawah tangan.

3.
Penilaian harga pasaran.

4.
Penilaian harga lelang.

5.
Penilaian harga taksiran.
Sedangkan menurut Muljono (1996:290) penilaian jaminan harus berdasarkan :

1.
Persyaratan ekonomis

2.
Persyaratan yuridis

Adapun suatu prinsip dalam menilai jaminan yang dikenal dengan “MAST” Principle. Dalam prinsip ini, menurut Tjiptoadinugroho (1990:71) barang-barang jaminan harus merupakan barang yang :

1.
Mudah dipasarkan (Marketability)

2.
Ada ukuran standar yang berlaku (Ascertainability of value)

3.
Harganya di masa yang akan datang tetap stabil (Stability of  value)

4.
Mudah dipindahtangankan dalam pemilikannya (Transferability)

2.3.7
Pengikatan Jaminan


Pengikatan jaminan dimaksudkan untuk perjanjian antara debitur dan kreditur, agar debitur menyerahkan jaminan atas diterimanya kredit yang bersyarat tersebut sedangkan kreditur melaksanakan hak dan kewajibannya secara formal menurut hukum yang berlaku.

Menurut Santoso (1996:53) pengikatan jaminan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

1.
Akte notaris atau Otentik, dan

2.
Akte di bawah tangan atau Underhands.


Kriteria dari masing-masing cara pengikatan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Akte Otentik (Authentieke Akte)
adalah akte yang dibentuknya ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akte dibuat (KUHP pasal 1868).
Akte Otentik dibuat oleh notaris, yaitu pejabat hukum yang berwenang berdasarkan bunyi pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dan aktenya sendiri disebut dengan akte notariil.

Dengan bantuan notaris ini maka pihak bank mempunyai landasan dasar hukum yang cukup kuat atas pengikatan jaminan kredit dan pemberian kreditnya. pada umumnya di kota-kota dimana terdapat kantor bank dan notaris, bank lebih tepat menggunakan akte otentik untuk pengikatan pemberian kreditnya.

Pengikatan secara notariil dilakukan pada tahap pertama pemberian kredit dan jika dirasakan karakter serta kapasitas kredit nasabah mencukupi maka pada tahun kedua perpanjangan kredit dapat dilakukan melalui akte di bawah tangan dengan tetap mengacu kepada perjanjian awal kredit secara notariil. Akte notariil yang dibuat pertama kali tersebut dikenal dengan istilah perjanjian pokok.

2. Akte di Bawah Tangan 
Dibuat sebagai bukti perjanjian antara bank dengan debitur dalam memenuhi perjanjian prosedural pinjam meminjam uang dan pengakuan hutangnya.

Akte di bawah tangan dapat dilakukan untuk pengikatan-pengikatan jaminan kredt selain tanah dan hak yang melekat diatasnya (Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1961 pasal 19). Dari sini dapat disimpulkan bahwa akte di bawah tangan dilakukan untuk pengikatan :

1. Jaminan atas benda-benda bergerak

2. Surat-surat berharga

3. Fiducia dan Borgtocht

4. Serta segala sesuatu yang berbentuk perorangan

Sedangkan akte otentik atau notariil berlaku untuk :

1. Hak atas tanah dan pemindahannya

2. Hak baru atas tanah

3. Menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan.

Akte otentik dibuat dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria yang dalam ini adalah Notaris atau PPAT (Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 pasal 19).
Khusus untuk jaminan material ini maka ada beberapa cara pengikatannya yaitu :

1.
Jaminan benda yang tidak bergerak melalui hipotik atau Surat Kuasa Memasang Hipotik (SKMH) dan kuasa untuk menjual.

2.
Jaminan benda bergerak melalui Pand atau Gadai dan Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO) ditambah Surat Kuasa Menjual (SKM).

3.
Surat-surat berharga diikat melalui gadai dalam arti kata luas dimana terdapat penguasaan atas barang yang dialihkan tersebut kepada penerima gadai atau kreditur.

2.3.8 Sifat Perjanjian Jaminan

Menurut Salim (2007:29) pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian accesoir. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Rutten berpendapat bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri. Contoh perjanjian pokok adalah kredit bank.
Perjanjian accesoir adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian accesoir ini adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. Jadi, sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian accesoir, yaitu mengikuti perjanjian pokok. 

2.4 Pengaruh Penggunaan Jaminan Terhadap Realisasi Pemberian                                              Pembiayaan Musyarakah

Adanya jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap pembiayaan macet akan dapat ditutupi oleh jaminan. Jaminan dalam kaitannya dengan pembiayaan merupakan salah satu syarat dalam terpenuhinya atau dikabulkannya permohonan pembiayaan.


Terjadinya penyerahan jaminan pambiayaan karena pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabah merupakan suatu yang lazim dilakukan dalam pemberian pembiayaan, karena setiap pemberian pembiayaan harus disertai dengan jaminan. Pihak bank harus berhati-hati dalam melakukan penilaian terhadap barang-barang jaminan, baik itu penilaian secara ekonomis maupun penilaian secara yuridis. Nilai jaminan harus lebih besar dari nilai kredit.


Penyaluran dana melalui kredit mengandung risiko yang tinggi, karena itu dalam praktek pemberian kredit suatu bank harus melalui suatu analisa yang baik dan sehat. Permohonan kredit selalu dinilai melalui unsur 6C. Selain itu pula bank dituntut untuk melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap jaminan yang disodorkan oleh debitur, sehingga jaminan yang diterima dapat memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.

Hal-hal diatas haruslah ditaati karena telah dijadikan asas dari pasal 8 (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan  yang menyatakan :

Dalam hal memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Dari ketentuan diatas yang paling penting yaitu bahwa bank dalam menyalurkan dana untuk pembiayaan harus didasarkan kepada adanya suatu jaminan. Dalam pemberian pembiayaan terkait sekali perlunya suatu jaminan dalam arti suatu keyakinan bahwa debitur akan sanggup untuk melunasi pembiayaannya. 

Dalam hal pemberian pembiayaan ini pada prakteknya jaminan lebih diutamakan. Menurut Try Santoso (1996:50) menyatakan bahwa “Jaminan pemberian kredit, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor penting yang harus diperhatikan”.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 (23) menyebutkan bahwa “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Salah satu yang perlu diperhatikan dalam pemberian pembiayaan adalah jaminan. Bagi bank yang paling penting dalam menyalurkan dana untuk pembiayaan harus berdasarkan kepada jaminan, baik jaminan kebendaan maupun perorangan. Guna mengurangi resiko kerugian dalam pemberian pembiayaan, maka diperlukan jaminan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Menurut Daeng Naja (2005:207) untuk mengurangi risiko tersebut jaminan pembiayaan dalam arti kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank dan jaminan merupakan salah satu unsur pemberian pembiayaan.

Sesuai dengan gambaran di atas bahwa penggunaan jaminan dalam prakteknya lebih dipentingkan dalam pemberian pembiayaan/kredit. Penggunaan  jaminan atau agunan ini besar pengaruhnya dalam pemberian kredit/pembiayaan, karena itu selayaknyalah analisis kredit/pembiayaan menganalisisnya secara jujur dan benar.
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